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BAB III    

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di dalam 

bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim 

dalam kedua kasus sehingga menyebabkan terjadinya disparitas dalam penjatuhan 

pidana bersyarat dapat dilihat dari pertimbangan hakim mengenai tingkat 

kesalahan terdakwa, keadaan atau kondisi yang melingkupi terdakwa, 

pengembalian kerugian keuangan negara sebagai hal yang meringankan, dan 

besaran nominal kerugian keuangan negara yang disebabkan. Putusan hakim yang 

menjatuhkan pidana bersyarat dalam kasus Tindak Pidana Korupsi Terdakwa 

Melzan dan Frederikus Frengky tidak mempunyai dasar pertimbangan yang 

rasional, sedangkan putusan hakim yang menjatuhkan pidana bersyarat dalam 

kasus Tindak Pidana Korupsi Terdakwa Siti Endarti dan Anggono Wahyu 

mempunyai dasar pertimbangan yang rasional. Dasar pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan pidana bersyarat dalam kedua kasus ini tidak sepenuhnya didasarkan 

pada kriteria dan ukuran yang sama karena belum adanya kriteria yang jelas 

dalam penjatuhan pidana bersyarat dalam perkara tindak pidana korupsi.   

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis memberikan saran agar Mahkamah 

Agung dapat mengubah/memperbaharui SEMA Nomor 7 Tahun 2012, huruf C 

angka 4 yang berisi mengenai ketentuan penjatuhan pidana bersyarat dalam 

perkara tindak pidana korupsi, dengan ditambahkan ketentuan mengenai dalam 
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hal apa penjatuhan pidana bersyarat dapat dijatuhkan dan tidak, serta dibuat 

kriteria jelas yang dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memutus penjatuhan 

pidana bersyarat. Sehingga terdapat panduan dan tolak ukur yang jelas dalam 

penjatuhan pidana bersyarat dalam perkara tindak pidana korupsi serta dapat 

menghasilkan putusan pemidanaan dengan dasar pertimbangan yang rasional.     
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